BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA

Menimbang

Mengingat

SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

. bahwa adanya beberapa perubahan besaran dalam

Lampiran, Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran
Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi saat
ini sehingga perlu diubabh;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019;

. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 1655);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1448 );

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/ PMK.07 /
2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019.



Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 11)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 ( dua ) angka yaitu angka
15 dan angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tabanan.

Bupati adalah Bupati Tabanan.

. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Perbekel adalah  pejabat Pemerintahan Desa yang

10.

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana
Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.

. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya

disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.



11. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG
adalah teknologi yang secara teknis, ekonomis dan
sosial dapat diterapkan secara tepat.

12. Produk Unggulan Desa adalah produk unggulan
kawasan perDesaan merupakan upaya membentuk,
memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi
difokuskan pada satu produk unggulan diwilayah Desa
atau diwilayah antar-Desa yang dikelola melalui
kerjasama antar Desa.

13.Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan
masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan
marginal, yang bersifat produktif dengan
mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga
kerja, dan teknologi lokal wuntuk memberikan
tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan,
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

14. Anak Kerdil ( stunting) adalah kondisi gagal tumbuh
pada anak balita ( bayi dibawah lima tahun ) akibat
dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu
pendek untuk usianya.

15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang
akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang
besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu
dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah
Desa secara nasional.

16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat
kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni
BAB I A dan 1 ( satu ) Pasal yakni Pasal 1 A sehingga
berbunyi sebagai berikut :

BABITA
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1 A

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
sebagai dasar dan acuan dalam pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa bagi setiap Desa Tahun
2019.

(2) Tuyjuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu
untuk  mensinergikan dan  mengoperasionalkan
seluruh pengelolaan Dana Desa bagi seluruh sektoral
yang terkait sehingga Pengelolaan Dana Desa sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

penetapan besaran dana desa;

penyaluran dana desa;

penggunaan dana desa;dan

pelaporan dana desa.

ao o



3. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 2

Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019,
dialokasikan secara merata dan berkeadilan
berdasarkan:

a. alokasi dasar ; dan

b. alokasi formula.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 5

(1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 dihitung dengan bobot
sebagai berikut :

a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;

b. 50% (lima puluh persen) untuk angka
kemiskinan,;

c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan

d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat
kesulitan geografis.

(2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} *

AF Kab

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

zZ1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa
terhadap total penduduk Desa
kabupaten.

z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
Desa terhadap total penduduk miskin
Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
total luas wilayah Desa kabupaten.

74 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG

Desa kabupaten.
AFKab = Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten.

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan
geografis Desa, masing-masing ditunjukkan oleh
jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa



5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagi
berikut :
Pasal 7
Penetapan Besaran Rincian Dana Desa untuk setiap
Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Diantara Pasal 8 dan BAB IV disisipkan 3 ( tiga ) Pasal
yakni Pasal 8A, Pasal 8B dan Pasal 8C, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), ayat (5) dan ayat
(6);

b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa
tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga
puluh persen); dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap
penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang
akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana
Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD
tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari
30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa
yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUD.

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Nasional selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan
kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c¢ disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi
atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.



(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

(1)

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan
kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Nasional selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan
penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 8B

Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang

ditunda dalam hal:

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf a telah
diterima;

b.sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%;
dan

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional
daerah

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa

(3)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1)
huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat
disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUD.

Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Bupati memberitahukan kepada Perbekel yang
bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulan November tahun
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali
dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya.

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di

RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD belum
disalurkan dari RKUD ke RKD sampai akhir bulan
Pebruari tahun anggaran berjalan, sisa dana Desa
tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam
penyaluran Dana Desa Tahap II dari RKUN ke RKUD
tahun anggaran berjalan.

Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni
tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan
permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II
yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun
anggaran berjalan.



(8) Berdasarkan permintaan penyaluran sisa Dana Desa
Tahap II dari Bupati, Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Nasional selaku KPA menyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan sisa Dana
Desa Tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke
RKUD paling lambat bulan Juni tahun anggaran
berjalan.

Pasal 8C

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana
Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi
penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) huruf b, masih
terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga
puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran
Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

7. Ketentuan BAB VI Dihapus

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan, Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan

pada tanggal

27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 30









